
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA ?IMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 17 /K/ 4tL.Or3 / 2024

TENTANC
PEMBENTUKAN TIM TERPADU

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KAE}UPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim
Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor ?3 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuatgaa Antara Perner.intah Ptsat dan Pemerintalran
Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2Q22 te*tangCipta Ke{a Me4iadi Undang-Undang;

Mengingat



Menetapkan

KESATU

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor Z2 Tahun 2}lg tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2O15 tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 56 Tahun
2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ZT Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

13. Peraturan Bupati Nornor 6 Tahun 2O22 tentamg Kedudukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta
Tata Keg'a Perangkat Daerah;

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

Membentuk Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum daiam
Lampiran Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan
Bupati ini rnernpunyai tugas:

KEDUA

MEMUTUSI(AN:



a. memzrntau keberadaan dan kegiatan organisasi
kemasyarakatan di daerah Kabupaten Nganjuk;

b. melakukan koordinasi dan keqia s^ama dalam pengawasan
kegiatan organisasi kemasyarakatan di daerah Kabupaten
Nganjuk;

c. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait
dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi
kemasyaral<atan di daerah Kabupaten Nganjuk;

d. melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi
kemasyarakatan di daerah Kabupaten Nganjuk;

e. melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi
kemasyarakatan di daerah Kabupaten Nganjuk; dan

f. rnembuat laporan hasil pengawasan kepada Bupati Nganluk.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2024

S an sesu dengan aslinya
ALA BA HUKUM, q'. BUPATT NGANJUK,

SUTRISNO M.Si
Pembina SRI HANDOKO TARUNA
NrP. 19680 199202 1001

ttd

I



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / t7 /K/ 4tt.ot3 I 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN NGANJUK

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan potitik
(Bakesban6poli Kabupaten NgarTuk

SC ai dengan aslinya
ry. BUPATI NGANJUK,

PALA IAN HUKUM,

S TRISNO S. A4.Si
Pembina tI SRI HANDOKO TARUNA

NrP. 1968050 199202 1 001

ttd

NO.

1

KEDUDUKAN

DALAM TIM

2

JAI}ATAN DALAM DINAS

)

1 Penanggungjawab Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
a Ketua

3 Sekretaris Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan pada Bakesbangpol Kabupaten
Nganjuk

4 a. Pasi Intel Komando Distrik Militer (Kodim) OSIO
Nganjuk;

b. Kasat Intelkam Kepolisian Resor (polres)
Nganjuk;

c. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk;
d. 4 (empat) orang Analis Kebijakan Ahli Muda

pada Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk.

Anggota


